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Pengantar
	
Sepuluh tahun sudah pemberian dana hibah kami, kami sedang mengambil catatan tentang sejauh mana kami telah melangkah dan sejauh mana kami masih harus berjalan. Ada banyak yang perlu dirayakan: satu dekade setelah berlakunya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD), lebih dari 90 persen negara-negara anggota PBB telah meratifikasinya. Banyak negara telah merevisi atau membuat perundang-undangan yang akan melindungi dan mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas. 

Komite CRPD telah memberikan rekomendasi-rekomendasi kritis untuk negara-negara pelapor dan mengeluarkan Komentar Umum yang bisa menjelaskan dengan lebih baik tentang bagaimana para pemangku kepentingan harus memahami dan memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas. Dan, para penyandang disabilitas akhirnya juga telah diikutsertakan dalam sebuah kerangka kerja pembangunan global —Agenda 2030 — dengan beberapa referensi nyata disebutkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) tersebut. 

Pergerakan disabilitas sendiri juga bergerak maju – dengan keberadaan global yang kuat melalui Aliansi Disabilitas Internasional (International Disability Alliance) — dan pergerakan-pergerakan regional dan nasional yang terus berkembang. 

Tetap saja, masih terdapat perbedaan-perbedaan yang tajam. 

Disability Rights Fund dan Disability Rights Advocacy Fund telah sejak lama mengetahui bahwa — sama seperti pada bagian lainnya di masyarakat — dalam pergerakan disabilitas, hirarki tetap ada. Di banyak negara, pergerakan dipimpin oleh laki-laki perkotaan, terdidik yang memiliki disabilitas fisik atau tuna netra. 

Untuk memperkuat keragaman, DRF dan DRAF telah memberikan lebih dari 50 persen pendanaan kami untuk kelompok-kelompok penyandang disabilitas yang terpinggirkan, yang baru muncul serta yang berada di akar rumput. Hal ini telah mulai mengubah komposisi pada pergerakan nasional – memperluas dan memastikan keberagaman keanggotaan pergerakan ini dan terkadang, bahkan pada keanggotaan dewan pimpinan organisasi induk penyandang disabilitas nasional. 

Akan tetapi, sepuluh tahun berjalan, kami menemukan hanya 14 persen dari pendanaan kami diberikan kepada organisasi-organisasi yang dipimpin oleh perempuan penyandang disabilitas, dan kenyataannya tidak ada dari penerima hibah kami yang secara terbuka mengidentifikasi dirinya sebagai orang dengan keragaman orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender atau karakteristik seksual (Sex Orientation, Gender Identity, Gender Expression, and Sex Characteristic – SOGIESC). Terdapat sedikit sekali perempuan penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas dengan keragaman SOGIESC yang menjadi pimpinan pergerakan disabilitas. 

Ada banyak alasan untuk hal ini. Anak perempuan dan perempuan penyandang disabilitas mengalami stigma ganda; penyandang disabilitas dengan keragaman SOGIESC bisa mengalami stigma tiga kali lipat. Anak perempuan dan perempuan dengan disabilitas memiliki akses yang lebih sedikit untuk pendidikan dibandingkan anak laki-laki dan laki-laki dengan disabilitas dan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual pada tingkat dua hingga tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang bukan penyandang disabilitas. Anak perempuan dan perempuan penyandang disabilitas mengalami isolasi dan paternalisasi (pembatasan) — dari orang tua, suami atau pasangan, dan penjaga/wali/pendamping, yang terkadang bahkan membatasi fungsi seksual dan reproduksi mereka melalui sterilisasi tanpa izin. 

Penyandang disabilitas dengan keragaman SOGIESC — seperti halnya mereka lainnya dengan keragaman SOGIESC — berjuang menghadapi perundang-undangan yang membatasi serta kekerasan di masyarakat yang membuat mereka menjaga kerahasiannya. Data tentang penyandang disabilitas pada umumnya masih buruk; data tentang perempuan penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas dengan kergaman SOGIESC menjadi lebih sulit lagi untuk didapatkan.  

Dengan melihat kesenjangan ini, DRF/DRAF — dengan menggunakan panduan gender ini – membuat komitmen untuk lebih memahami, mengintegrasikan dan menangani permasalahan yang beririsan antara gender, disabilitas dan seksualitas. 

Panduan ini adalah langkah pertama. Bersamaan dengan kami melatih para staf dan menganalisis pekerjaan kami serta pekerjaan para penerima hibah kami, kami berharap mengembangkan panduan ini menjadi sebuah strategi dan / atau rencana dengan kegiatan-kegiatan dan indikator-indikator yang jelas yang dengannya kami bisa mengukur dampak dari komitmen kami terhadap kehidupan para penyandang disabilitas. Hanya dengan memahami berbagai bentuk penindasan dan kekuasaan maka kami bisa memperkuat pergerakan hak-hak disabilitas untuk semua.  

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lisa Adam Direktur Program pertama DRF, Yumi Sera Direktur Kemitraan & Komunikasi kami, para penasehat global dan anggota dewan kami, dan beberapa perwakilan dari pemberi dana untuk hak-hak perempuan, dimana keahlian dan pemahaman mereka yang mendalam akan hak-hak yang beririsan telah memungkinkan petunjuk ini bisa dihasilkan.

Kami berharap untuk bermitra dengan yang lainnya untuk merayakan keberagaman identitas yang beririsan yang kita semua miliki. Kami berharap Anda bisa bergabung dengan kami. 


Diana Samarasan
Direktur Eksekutif Yayasan


[bookmark: _Toc510712634][bookmark: _Toc510712685]Tujuan Panduan Kebijakan Gender

Panduan Gender Disability Rights Fund (DRF) dan Disability Rights Advocacy dibuat atas dasar pekerjaan kami untuk mengangkat suara-suara terpinggirkan dari komunitas disabilitas dan untuk menangani hak-hak yang beririsan. 

Panduan ini adalah pernyatan komitmen kami untuk menerapkan sebuah lensa gender pada pekerjaan kami serta juga untuk mempelajari lebih banyak lagi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas dari komunitas yang terpinggirkan dan mereka yang identitasnya bukanlah mayoritas (seperti misalnya etnis minoritas, pengungsi, atau mereka yang merupakan LGBTQI), sehingga kami bisa mendukung semua penyandang disabilitas dengan sebaik-baiknya. 

Dengan mengakui bahwa kami masih belajar, dan bahwa kami perlu menentukan kegiatan-kegiatan dan indikator-indikator yang konkret pada saat kami terus belajar, maka panduan ini juga akan berkembang seiring jalannya waktu. Kami akan mengandalkan dukungan dari para pemangku kepentingan kunci kami, mitra penerima dana, tapi khususnya para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas yang memiliki orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi atau karakteristik seks yang beragam (SOGIESC)[endnoteRef:2], untuk mengarahkan kami. Kami juga menekankan untuk mendengarkan suara-suara mereka di dalam semua tingkatan pekerjaan yang kami lakukan.  [2: ] 


Dengan mempertimbangkan titik awal kami dan titik awal dari gerakan disabilitas secara lebih luas, kami berkeinginan untuk mengambil langkah-langkah kecil, dimulai dari pendekatan sempit terhadap gender dan kemudian maju untuk mengikutsertakan orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi atau karakteristik seks yang beragam dengan berjalannya waktu. (Lihat Lampiran A untuk mendapatkan contoh bagaimana perempuan penyandang disabilitas melakukan perubahan.)

Konteks

Perempuan penyandang disabilitas — hampir satu dari lima perempuan di seluruh dunia – mengalami berbagai bentuk diskirminasi dan hambatan untuk bisa berpartisipasi. Diskriminasi sering menjadi lebih buruk lagi ketika seorang perempuan memiliki lebih dari satu identitias sosial, termasuk, antara lain: usia, disabilitas, etnis, latar belakang masyarakat adat, asal usul kewarganegaraan atau sosial, identitas atau ekspresi gender, ras, pengungsi, status migrasi atau suaka, agama, karakteristik seks atau orientasi seksual. Bagi para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas, pelanggaran hak-hak mereka lebih diperburuk ketika disabilitas, gender dan seksualitas mereka beririsan.  Mitos, stigma, dan perilaku diskirminatif terus berlangsung di banyak negara terkait dengan disabilitas, gender dan seksualitas. Interseksionalitas dan berbagai bentuk diskriminasi ini berdampak pada resiko pelecehan hak asasi manusia yang lebih besar lagi termasuk dalam bentuk kekerasan seksual dan/atau berbasis gender. 

Permasalahan yang dihadapi para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas telah terlalu lama tidak terlihat baik dari gerakan hak-hak disabilitas dan dari gerakan hak-hak perempuan. Kebutuhan para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas secara garis besar diabaikan oleh pergerakan-pergerakan ini serta juga oleh pihak pemerintah. Perundang-undangan, kebijakan, program dan data terkait para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas juga masih kurang. Ketika terdapat program, maka program itu sering terpisah dan dikelompokkan secara terpisah dari program-program untuk perempuan lainnya. 

Banyak kelompok-kelompok perempuan penyandang disabilitas juga mendapatkan kesulitan untuk mengakses pendanaan karena mereka kurang memiliki anggaran atau kapasitas yang memadai untuk menjadi pertimbangan para donor besar, dan pekerjaan mereka sering tidak cocok dengan portofolio-portofolio pendanaan untuk hak-hak perempuan atau disabilitas.[endnoteRef:3] [3: Untuk informasi lebih lanjut: silakan buka situs Yogyakarta Principles (2017) and The Yogyakarta Principles (2006)
Lihat brifing donor: Supporting Inclusive Movements: Funding the Rights of Women with Disabilities] 


(Lihat Lampiran untuk Daftar Istilah, Akronim, dan Analisis Situasional Perempuan Penyandang Disabilitas.) 

Text Box: Terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas menghadapi hambatan di banyak bidang kehidupan. Hambatan-hambatan ini menciptakan situasi berbagai bentuk diskriminasi yang beragam dan beririsan terhadap para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas, khususnya, terkait dengan akses yang setara untuk pendidikan, akses untuk peluang ekonomi, akses untuk interaksi sosial, akses untuk peradilan dan pengakuan yang sama di hadapan hukum, kemampuan untuk berpartisipasi politik, dan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri dalam sebuah konteks yang lebih luas, misalnya: terkait dengan layanan kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduktif; dan dimana serta dengan siapa mereka ingin tinggal. 

– Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Komentar Umum No. 3 (2016) Pasal 6: Para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas
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Kata gender sering disalahgunakan dan disalahpahami. Beberapa orang menyamakan gender dengan perempuan dan percaya bahwa gender hanya mengacu terhadap permasalahan-permasalahan perempuan. Norma gender mempengaruhi para perempuan dan anak-anak perempuan serta juga anak-anak laki dan para lelaki maupun mereka yang mengidentifikasi dirinya secara berbeda. Di dalam semua budaya, komunitas dan negara, identitas dan ekspresi gender seseorang dibentuk dari pengalaman, kepercayaan, aspirasi pribadi, sikap eksternal dan tekanan sosial. Tiap-tiap masyarakat memiliki pengharapan tersendiri terkait dengan karakteristik, bakat dan perilaku seharusnya dari seorang anak perempuan dan anak laki-laki, perempuan dan laki-laki  (heterosexual dan non-heterosexual) dan mereka yang mengidentifikasi dirinya secara berbeda, seperti orang trans serta interseks. Sama seperti halnya disabilitas, peran-peran dan tanggungjawab-tanggungjawab yang telah ditentukan ini adalah merupakan konstruksi sosial.  Karenanya bisa berubah seiring waktu, dan memiliki beragam variasi baik di dalam sebuah budaya maupun antara budaya.

Perempuan penyandang disabilitas bukanlah sebuah kelompok yang homogen. Bisa termasuk di dalamnya adalah: perempuan masyakat adat, perempuan pengungsi, migran, pencari suaka dan yang terlantar di daerahnya sendiri; perempuan dalam penahanan (rumah sakit, institusi-institusi/panti-panti, lembaga pemasyarakatan untuk remaja atau umum serta penjara); perempuan yang hidup dalam kemiskinan; perempuan dari latar belakang etnis, agama dan ras yang berbeda; perempuan penyandang lebih dari satu disabilitas dan membutuhkan dukungan tingkat tinggi; perempuan dengan albino; dan lesbi, bi-sexual, perempuan transgender, dan interseks. Keragaman pada perempuan penyandang disabilitas juga mencakup berbagai jenis hambatan, baik yang bersifat fisik, psikososial, intelektual atau kondisi-kondisi sensori yang bisa atau juga tidak memberikan keterbatasan fungsi. Disabilitas dipahami sebagai dampak sosial dari interaksi antara hambatan seseorang dengan lingkungan sosial dan fisik yang ada.[endnoteRef:4]   [4: Definisi dari Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB, Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Komentar Umum No. 3 (2016) Pasal 6: Perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas, 2016. ] 




[bookmark: _Toc510712637][bookmark: _Toc510712688]Pemberian hibah kami terkait Gender

Menurut sebuah laporan tentang pemberian hibah oleh yayasan Pemberi hibah secara global oleh Human Rights Funders Network, sebuah analisis yang melibatkan 729 yayasan Pemberi hibah, menunjukkan bahwa di tahun 2014, yayasan-yayasan ini memberikan 181 hibah dengan jumlah total delapan juta Dolar untuk mendukung hak-hak perempuan penyandang disabilitas yang merupakan 0,3% dari keseluruhan 2,7 miliar Dolar pendanaan yang diberikan untuk hak-hak asasi manusia. Hanya 1,15 persent pendanaan yang diberikan untuk hak-hak perempuan dan anak perempuan difokuskan pada para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas. Hanya 9,5 persen dari pendanaan hak-hak disabilitas difokuskan pada para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas.[endnoteRef:5] [5: Angka berdasarkan kajian ulang manual oleh Christen Dobson dari sekumpulan data 729 yayasan di Foundation Center / International Human Rights Funders Group yang setidaknya memberikan sekali hibah HAM di tahun 2014. Totals jumlah pendanaan HAM untuk perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas termasuk juga hibah yang dikodekan untuk “perempuan dan anak perempuan” dan “penyandang disabilitas” berdasarkan populasi yang didukung oleh hibah yang diberikan. ] 


Sekitar 14 persen dari portofolio hibah tahunan Disability Rights Fund (DRF) dan Disability Rights Advocacy Fund (DRAF) diberikan kepada organisasi-organisasi yang dipimpin oleh perempuan penyandang disabilitas. 

Dari tahun 2008 hingga 2016, kami telah memberikan 130 hibah dengan jumlah total 2.577.481 Dolar kepada organisasi-organisasi yang unik yang dipimpin oleh perempuan penyandang disabilitas. Ini mewakili 13,8% dari total hibah yang diberikan pada jangka waktu tersebut dan merupakan 12,7% dari total hibah yang diberikan (20.279.742 Dolar). (Tabel menunjukkan persentase) (Lihat Lampiran E untuk penjelasan tentang dukungan DRF/DRAF.)
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Melalui pemberian hibah kami, kami telah mendengar dari para perempuan penyandang disabilitas bahwa permasalahan yang mereka hadapi adalah serupa dengan yang dihadapi oleh para perempuan lainnya. Akan tetapi, para perempuan penyandang disabilitas menghadapi hambatan tambahan dikarenakan lingkungannya yang tidak bisa diakses dan melemahkan serta sikap diskriminatif dari masyarakat serta individu-individu. Permasalahan yang mempengaruhi para perempuan penyandang disabilitas tidak ditangani dengan memadai dalam usaha-usaha advokasi perundang-undangan, kebijakan dan program. 

Kami bertujuan untuk menerapkan sebuah perspektif Gender untuk semua pekerjaan kami untuk memperkaya dampak kami, dengan menggunakan sebuah pendekatan interseksionalitas dalam melihat gender, disabilitas dan seksualitas. Hanya dengan melihat kepada peririsan ini maka kita akan bisa memahami dengan lebih baik berbagai bentuk ketidaksetaraan dan bagaimana mendapatkan cara terbaik untuk mengatasi diskriminasi dan mempromosikan inklusi terhadap semua penyandang disabilitas. Sebuah analisis interseksionalitas juga melihat bagaimana pengalaman seseorang dipengaruhi oleh hak-hak istimewa serta penindasan yang dialaminya. 

Walau terdapat tingkat diskriminasi, pelanggaran hak-hak dan kekerasan yang tinggi, serta rendahnya dukungan yang ada, kelompok-kelompok yang dipimpin perempuan penyandang disabilitas di negara-negara berkembang terus bermunculan dan mempengaruhi perundang-undangan nasional (seperti misalnya UU tentang Kekerasan Rumah Tangga) dan perjanjian-perjanjian internasional seperti misalnya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) untuk memajukan hak-hak mereka. 

Peluang yang ada sekarang juga mencakup pengakuan bahwa kesetaraan gender dan disabilitas adalah merupakan tujuan yang pantas untuk dimasukkan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDG), pada Tujuan 5 (kesetaraan gender) dan acuan konkrit tentang penyandang disabilitas dalam berbagai tujuan SDG.

Menerapkan pesrpektif gender memungkinkan kami untuk melakukan analisis ketika perundang-undangan, kebijakan program dan nilai-nilai budaya, norma, serta praktiknya mempengaruhi orang secara berbeda. Ini juga memberikan kami sebuah gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana berbagai bentuk ketidaksetaraan saling beririsan sehingga kami bisa memahami dengan lebih baik tentang bagaimana mendorong inklusi serta mengatasi diskriminasi.  Selain itu, perspektif gender juga memungkinkan kami memahami berbagai gerakan hak-hak yang ada (termasuk pergerakan perempuan) yang bisa dengan lebih baik menangani hak-hak para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas.

[bookmark: _Toc510712222][bookmark: _Toc510712639][bookmark: _Toc510712690]Bidang yang Menjadi Fokus

Melalui mendengarkan suara para perempuan penyandang disabilitas serta para ahli dalam permasalahan terkait gender dan perempuan penyandang disabilitas, kami telah mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi fokus di tahapan awal ini dimana kami melihat adanya peluang untuk bekerja sama dengan mereka yang sejalan (sekutu), seperti misalnya pegerakan hak-hak perempuan, serta juga para aktivis perempuan penyandang disabilitas. Gambaran singkat berikut ini memberikan sebuah penjelasan singkat akan bidang-bidang tersebut. Lihat Lampiran B untuk melihat analisis situasional tentang para perempuan penyandang disabilitas. 

[bookmark: _Toc510712223]Kesehatan seksual dan reproduksi

Kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi para penyandang disabilitas telah diabaikan baik oleh komunitas disabilitas serta mereka yang bergiat di bidang kesehatan seksual dan reproduksi. Sebagai contoh, para perempuan penyandang disabilitas menghadapi hambatan dalam mendapatkan informasi dasar serta mengakses layanan; hak mereka untuk dapat menjalin hubungan disangkal, atau dipaksa melakukan pernikahan; atau ditolak untuk mendapatkan layanan kesehatan oleh penyedia layanan kesehatan karena adanya stigma. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi pada perempuan penyandang disabilitas dilakukan secara luas dalam banyak konteks, khususnya terhadap para perempuan penyandang disabilitas psikososial dan intelektual, khususnya mereka yang ada di lembaga psikiatri atau panti-panti  atau yang berada dalam penahanan.[endnoteRef:6] Seperti orang lainnya, para penyandang disabilitas juga memiliki kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi di sepanjang hayat mereka dan kebutuhan itu juga berubah sesuai dengan usia mereka. [6:  Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB, Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Komentar Umum No. 3 (2016) Pasal 6: Perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas.] 


Sebuah laporan terkini dari Pelapor Khusus PBB mengenai hak-hak para penyandang disabilitas mengatakan, “Interseksionalitas antara usia muda, disabilitas dan gender menghasilkan bentuk-bentuk diskriminasi yang meningkat dan pelanggaran HAM khusus terhadap anak-anak perempuan dan para perempuan muda penyandang disabilitas.” Menangani kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak anak-anak perempuan dan para perempuan penyandang disabilitas bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka, mendukung pemberdayaan mereka dan mengurangi kesenjangan dalam mengakses pekerjaan dan pendidikan.[endnoteRef:7] [7:  Sidang Umum PBB, A/72/133, 2017, “Kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduktif anak perempuan dan perempuan muda penyandang disabilitas.”] 


[bookmark: _Toc510712224]Kekerasan dan pelecehan

Para perempuan penyandang disabilitas berada pada resiko yang tinggi untuk mengalami kekerasan, eksploitasi dan pelecehan dibandingkan dengan populasi perempuan pada umumnya.[endnoteRef:8] Kekerasan bisa bersifat antar pribadi, kelembagaan dan/atau struktural. Stereotip sosial dan bias budaya terkait gender dan disabilitas menghilangkan kemanusiaan atau menjadikan para perempuan penyandang disabilitas sebagai kanak-kanak, mengeluarkan atau mengucilkan mereka dari layanan serta diskusi-diskusi kebijakan, menjadikan mereka sebagai sasaran untuk kekerasan seksual atau kekerasan bentuk lainnya, dan membuat mereka lebih beresiko mengalami kekerasan kelembagaan.[endnoteRef:9]  [8:  Sidang Umum PBB, A/HRC/17/26, 2011, “Laporan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebabnya dan konsekuensinya.”]  [9:   Ortoleva, Stephanie, 2012, “Forgotten sisters – A Report on Violence against Women with Disabilities An Overview of its Nature, Scope, Causes, and Consequences.” (Saudari yang terlupakan -  Sebuah laporan tentang kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas Gambaran Umum tentang sifatnya, cakupannya, penyebabnya dan konsekuensinya)] 


Di banyak budaya, disabilitas dipandang sebagai sebuah simbol “kejahatan” atau “dosa”, dan mitos terkait seksualitas dan disabilitas melanggengkan kekerasan berbasis gender dan mengurangi bentuk tanggapan yang adil dan penuh kasih saying terhadap para korban. Kekerasan terhadap para perempuan penyandang disabilitas tidak hanya terjadi di dalam keluarga atau komunitas, tapi juga di dalam lembaga, rumah-rumah kelompok, sekolah khusus, rumah sakit dan penjara, khususnya terhadap perempuan penyandang disabilitas psikososial dan intelektual dan mereka yang ada berada dalam lingkungan lembaga.[endnoteRef:10] [10:  WHO, 2009, “Promoting sexual and reproductive health for persons with disabilities: WHO/UNFPA guidance note.” (Mempromosikan kesehatan seksual dan reproduktif untuk penyandang disabilitas: catatan petunjuk WHO/UNFPA)] 


Beberapa kelompok perempuan penyandang disabilitas, termasuk perempuan masyarakat adat, perempuan pekerja migran, dan perempuan yang merupakan bagian dari minoritas etnis, bahasa, agama dan minoritas lainnya menghadapi resiko yang lebih besar karena begitu rumitnya bentuk-bentuk diskriminasi yang beririsan yang mereka hadapi. [endnoteRef:11] [11:  Sidang Umum PBB, A/HRC/20/5, 2012, “Studi tematik tentang permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas.”] 


[bookmark: _Toc510712225]Akses terhadap Peradilan 

Para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas yang menghadapi kekerasan dan diskriminasi juga menemui hambatan untuk mengakses peradilan karena adanya sterotip yang berbahaya, sikap yang diskriminatif dan kurangnya prosedur serta akomodasi yang layak, yang bisa berdampak pada kredibilitas mereka diragukan dan tuduhan mereka kemudian ditolak.[endnoteRef:12]  Hambatan dalam melaporkan kejahatan dan / atau kasus-kasus diskriminasi sudah dimulai di tingkat komunitas dimana sikap dari anggota keluarga, perwakilan komunitas dan pengadilan lokal mungkin mengintimidasi sang korban atau mematahkan keinginan mereka untuk menuntut keadilan. Terkadang, para pelaku di sistem peradilan sendiri, seperti misalnya polisi, yang menjadi pelakunya.  [12: Sidang Umum PBB, A/HRC/20/5, 2012, “Studi tematik tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas.”] 


[bookmark: _Toc510712226]Akses Pendidikan

Anak-anak penyandang disabilitas lebih kecil kemungkinannya untuk mendaftar di pendidikan umum, dan memiliki tingkat kehadiran dan penyelesaian pendidikan yang rendah, menjadikan disabilitas sebagai salah satu faktor yang paling utama dalam hal pembatasan pendidikan. Hambatan-hambatan yang membuat seorang anak tidak bersekolah – seperti misalnya bias budaya, infrastruktur yang tidak bisa diakses, kekerasan berbasis gender, jarak dan transportasi — menjadi lebih buruk lagi bagi anak-anak perempuan penyandang disabilitas. Ragam disabilitas yang berbeda memberikan tingkat stigma yang berbeda dan kebutuhan yang beragam, yang memerlukan berbagai bentuk akomodasi yang layak dan modifikasi sehingga sekolah-sekolah yang memiliki sumber daya yang sangat terbatas tidak siap untuk menerapkannya.[endnoteRef:13] [13:  United Nations Girls’ Education Initiative and Leonard Cheshire Disability, 2017, “Still left behind: Pathways to inclusive education for girls with disabilities.” (Masih tertinggal: Jalan menuju pendidikan inklusi bagi anak perempuan penyandang disabilitas)] 


[bookmark: _Toc510712227]Situasi Darurat kemanusiaan

Menurut lembaga-lembaga disabilitas dan pembangunan terkemuka seperti CBM dan seperti telah didokumentasikan oleh Human Rights Watch, para penyandang disabilitas menghadapi resiko ditinggalkan dan tidak diikutsertakan ketika bencana alam, konflik, pemindahan dan pemukiman kembali dilakukan. Saat sebuah krisis kemanusiaan terjadi, sistem peringatan dini tidaklah bisa diakses oleh para Tuli dan mereka yang memiliki masalah pendengaran, dan informasi tidak diberikan dalam huruf Braille kepada penyandang disabilitas netra, dan response tanggap darurat yang diberikan seringnya tidak bisa diakses dan tidak inklusi terhadap para penyandang disabilitas. Tata letak dan struktur fisik kamp dan penampungan atau hunian sementara bisa membuat sulit atau malahan tidak mungkin bagi para perempuan penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan layanan-layanan kesehatan, penampungan, titik pembagian makanan, sumber air, kamar kecil dan sekolah. Ketika struktur komunitas dan keluarga terganggu, para perempuan, anak kecil dan penyandang disabilitas akan khususnya menjadi rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan.[endnoteRef:14] [14:  Komisi Pengungsi Perempuan. Diakses 15/9/17: https://www.womensrefugeecommission.org/] 



[bookmark: _Toc510712228]Partisipasi Politik dan Pemberdayaan

Bagi mereka yang terpinggirkan dan hidup dalam kemiskinan, kebebasan memilih dan bertindak telah terhambat oleh tidak adanya keterwakilan suara dan ketidakberdayaan mereka dalam hubungan mereka dengan negara. Keikutsertaan politik yang efektif bergantung pada suara mereka yang efektif dan kesempatan untuk menyatakan kepentingan serta melakukan mobilisasi konstituen untuk memajukan hak-hak tersebut. Tanpa adanya sumber daya dan kapasitas yang memadai, suara-suara yang terpinggirkan akan terus tidak didengar di dalam masyarakat madani, serta juga di tingkat kelembagaan dimana keputusan-keputusan terkait kebijakan dan anggaran dibuat.

Proses demokrasi juga memerlukan lembaga-lembaga yang akuntabel yang bisa menanggapi tuntutan-tuntutan para penyandang disabilitas dan mengurangi hambatan-hambatan serta sikap-sikap yang melemahkan. Bagi para perempuan penyandang disabilitas, hal ini berarti memiliki sumber daya dan kapasitas kepemimpinan yang memadai untuk bisa berdaya dalam mengadvokasi hak-hak. Ini juga berarti meningkatkan kesempatan untuk mendorong terjadinya perubahan pada kebijakan dan layanan publik untuk memberikan manfaat kepada para perempuan penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan yang sama seperti yang lainnya.

[bookmark: _Toc510712229]Hak Berkeluarga

Peristiwa-peristiwa kehidupan seperti misalnya pernikahan dan menjadi orang tua adalah hal yang rumit bagi semua penyandang disabilitas – beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki kapasitas hukum yang diperlukan untuk bisa melakukan perjanjian pernikahan atau mempertahankan hak mereka sebagai orang tua. Peristiwa semacam ini menjadi lebih rumit lagi bagi para perempuan penyandang disabilitas yang mungkin dianggap tidak bisa dinikahkan atau yang keluarganya harus membayar mahar pernikahan yang besar. Para perempuan penyandang disabilitas – khususnya para perempuan dengan disabilitas psikososial dan intelektual – mungkin juga dibatasi dalam hal menjadi orang tua dengan pemaksaan penggunaan kontrasepsi atau sterilisasi. 

[bookmark: _Toc510712231]Langkah Berikutnya
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[bookmark: _Toc510712232]Dari inklusi gender ke pendekatan transformative gender  

Kami mengusulkan sebuah pendekatan inklusi gender sebagai langkah pertama, dengan melihat bagaimana kami bisa mendukung organisasi-organisasi yang dipimpin oleh perempuan penyandang disabilitas dan bagaimana kami bisa memberikan lebih banyak dukungan kepada proyek-proyek yang mendorong pemenuhan hak-hak mereka. Sebuah pendekatan yang inklusi gender akan melihat cara untuk mengikutsertakan para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas dalam melakukan advokasi hak dan meningkatkan suara dan visibilitas mereka di dalam dialog HAM, termasuk juga di dalam pergerakan disabilitas. Pendekatan ini juga ingin lebih mendukung para perempuan penyandang disabilitas dalam peran pengambilan keputusan. 

Seperti yang telah kami pelajari dari kegiatan kami terkait inklusi gender, kami akan bergerak maju menuju sebuah pendekatan transformatif gender[endnoteRef:15]. Pendekatan ini berbeda dalam hal ingin mempertanyakan kembali norma-norma dan stereotip-stereotip gender yang ada dan mentransformasikan dinamika kuasa.  [15:  Untuk informasi lebih lanjut, lihat HIllenbrand, Emily, Nidal Karim, Pranati Mohanraj, dan Diana Wu, 2015, “Measuring gender-transformative change A review of literature and promising practices,” ditulis oleh Care USA for WorldFish and the CGIAR Research Program on Aquatic Agricultural Systems.] 


Dalam pendekatan ini, kami mengusulkan untuk mendukung intervensi yang menciptakan peluang bagi para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas untuk secara aktif mempertanyakan norma-norma gender, memajukan posisi dalam hal pengaruh sosial dan politik, dan mengatasi ketidakadilan antara mereka dengan gender-gender yang berbeda. Sebagian besar dari pendekatan inklusi gender adalah mencoba menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung, pendekatan transformatif gender mencoba menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kesetaraan dan keadilan gender dengan cara lebih dari sekedar menjadikan perempuan sebagai peserta. (Grafik: Diagram menjelaskan pendekatan di atas.)
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Sudah menjadi niat kami untuk berfokus pada interseksionalitas antara disabilitas dan gender pada fase pertama.  Bersamaan dengan kami belajar menerapkan perspektf gender di dalam pekerjaan kami, dan dalam prosesnya, belajar dari para penyandang disabilitas dengan keragaman SOGIESC, kami akan bergiat untuk mengintegrasikan apa yang menjadi keprihatinan serta aspirasi mereka.

Pada tahun 2018, kami telah mengeluarkan panduan ini pada acara-acara kunci, melatih para staf kami dalam pendekatan gender dan interseksionalitasnya, dan mengumpulkan informasi melalui para sekutu, sesama donor dan mitra penerima hibah. 

Masing-masing dari kami di organisasi kami akan berkomitmen untuk mengadvokasikan kesetaraan gender, khususnya kepada komunitas donor dan di antara para penerima hibah kami. Harapan kami adalah dengan memperluas cara berpikir kami dan mendorong kami melewati jalan yang baru untuk perubahan, kami akan berkontribusi untuk dunia yang lebih inklusi dan adil. 

Bersamaan dengan kami mengeluarkan Petunjuk Gender ini, kami berkomitment untuk tindakan-tindakan berikut ini:

[bookmark: _Toc510712234]Mendengarkan dan melibatkan para perempuan penyandang disabilitas dengan memastikan adanya ruang untuk berbagi dan belajar

Memastikan bahwa keahlian dan pengalaman para perempuan penyandang disabilitas menjadi sumber informasi strategi pemberian hibah melalui struktur DRF/DRAF (tata kelola, staf, penasihat) 
Melibatkan para penerima hibah dalam dialog tentang permasalahan gender dan disabilitas selama kegiatan-kegiatan kami (pertemuan penerima hibah, kunjungan ke lapangan, pelatihan) sehingga para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas bisa menyampaikan prioritas mereka bersama dengan pergerakan disabilitas yang lebih luas
Menyelenggarakan kegiatan / pertemuan terpisah dengan populasi (kelompok) ini atau antara populasi (kelompok) ini dengan para aktivis hak-hak perempuan untuk membangun ruang yang aman untuk belajar dan berbagi

[bookmark: _Toc510712235]Praktik inklusi perempuan penyandang disabilitas

Melatih staf tentang permasalahan gender, termasuk tentang keberagaman dan inklusi pada komunitas disabilitas dan tentang interseksionalitas hak-hak
Belajar dari para aktivis yang telah bekerja sama dalam hal gender dan hak-hak disabilitas

[bookmark: _Toc510712236]Mendanai partisipasi, inklusi, kepemimpinan dan hak-hak perempuan penyandang disabilitas

Mendorong para penerima hibah – melalui hibah dan bantuan teknis – untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang dipimpin oleh perempuan penyandang disabilitas dalam hal pengambilan keputusan serta kegiatan-kegiatan mereka
Mendukung organisasi dan proyek yang mempromosikan hak-hak para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas 
Terus melakukan penjangkauan dan mendukung kelompok-kelompok yang dipimpin perempuan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesadaran dan mengadvokasikan hak-hak mereka (melalui hibah, serta juga pendanaan kegiatan advokasi)

[bookmark: _Toc510712237]Mengikutsertakan para sekutu dan pemangku kepentingan lainnya di dalam kegiatan

Memastikan laki-laki dan anak-anak laki, serta keluarga dan wali/pendamping juga diikutsertakan sehingga mereka bisa menjadi bagian dari dialog dan kegiatan
Memastikan perwakilan pemerintah dan pejabat yang terpilih diikutsertakan dalam peningkatan kesadaran sehingga mereka bisa memahami tanggungjawab mereka dan akuntabel terhadap para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas 

[bookmark: _Toc510712238]Belajar dan bermitra dengan sesama donor dan sesama pergerakan untuk meningkatkan dampak

Melibatkan para donor yang mendukung hak-hak perempuan untuk juga inklusi terhadap para penyandang disabilitas di dalam pendanaan serta inisiatif-inisiatif mereka 
Bekerja sama dengan organisasi-organisasi dari pergerakan hak-hak perempuan bersama dengan pergerakan-pergerakan keadilan sosial untuk bisa memberikan visibilitas yang lebih besar terhadap interseksionalitas ini 
Bekerja sama dengan sesama donor untuk menangani bias-bias sosial dan hambatan-hambatan struktural yang mendiskriminasikan para perempuan penyandang disabilitas 

[bookmark: _Toc510712239]Bergerak dari pendekatan inklusi gender menuju pendekatan transformatif gender

Belajar dari pekerjaan kami dalam mempromosikan inklusi gender dan merefleksikan keberhasilan dan tantangan dalam memajukan hak-hak para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas 
Bekerja sama dengan para perempuan penyandang disabilitas, organisasi-organisasi dari pergerakan perempuan, dan pergerakan disabilitas untuk mengembangkan strategi untuk melakukan pergeseran pekerjaan kami menuju pendekatan tranformatif gender
Memasukkan pembelajaran ke dalam pemberian hibah, bantuan teknis, advokasi kami dan revisi berikutnya dari Panduan Gender ini 
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Kami akan mengembangkan indikator-indikator yang sederhana dan jelas untuk melacak perkembangan kami dalam hal inklusi gender di kegiatan kami yang terkait hak-hak disabilitas.  Kami akan melihat berapa banyak organisasi perempuan penyandang disabilitas yang kami dukung, berapa banyak hibah yang kami danai yang mempromosikan hak-hak para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas, dan berapa banyak perempuan pimpinan yang merupakan penyandang disabilitas yang kami dukung dalam advokasi global kami.  Selain itu juga, kami akan mengajukan pertanyaan untuk belajar dari pekerjaan kami untuk memahami bagaimana kami telah bergerak maju dan apa yang perlu kami lakukan untuk meningkatkan dampak kami.
 
Berikut adalah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan pembelajaran kami:  

Organisasi: Bagaimana DRF/DRAF telah melibatkan para mitra baru, termasuk para donor, pemangku kepentingan pembangunan/mitra pembangunan dan pelaku HAM untuk inklusi terhadap para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas dengan keragaman SOGIESC di dalam pekerjaan dan pendanaan mereka? 
Membangun pergerakan: Apakah ada perubahan cara gerakan disabilitas, gerakan perempuan dan/atau gerakan LGBTQI dalam menangani interseksionalitas antara gender, disabilitas dan/atau identitias seksual? Bagaimanakah ini terkait dengan pekerjaan DRF?
Partisipasi dan suara: Apakah sudah lebih banyak lagi perempuan penyandang disabilitas memegang peran kepemimpinan di dalam pergerakan disabilitas (misal, organisasi yang dipimpin perempuan penyandang disabilitas menjadi organisasi anggota dari DPO induk nasional atau menjadi anggota dewan pimpinan dari DPO induk nasional)?
Kemitraan: Apa yang kami pelajari dari kemitraan dengan pergerakan-pergerakan atau dengan para pendana hak-hak perempuan dan / atau LGBTQI? 
Penjangkauan: Apa yang kami pelajari dari penjangkauan kami ke populasi-populasi baru, antara lain penyandang disabilitas dengan keragaman SOGIESC? 
Analisis: Apa yang kami pelajari tentang permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas? Apa yang kami pelajari dari advokasi yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas dengan keragaman SOGIESC?
Sumber daya:  Apakah para donor, pemangku kepentingan pembangunan/ mitra pembangunan dan / atau HAM melakukan perubahan untuk menangani interseksionalitas antara gender, disabilitas dan  / atau indetitas seksual? Bagaimanakah hal ini terkait dengan pekerjaan DRF?
Pemberian dana: Apakah para penerima hibah membangun kemitraan untuk menangani peririsan antara disabilitas, gender dan / atau identitias seksual?

Sebuah Undangan Untuk Bergabung Dengan Kami

Dua tahun kedepan akan menjadi sangat penting pada saat kami menerapkan panduan gender ini untuk meningkatkan praktik kami sekarang ini, mengkomunikasikan suara dari lapangan, dan memahami kesenjangan pada pengetahuan dan pengalaman kami.

Bersamaan dengan kami mengkaji ulang praktik-praktik kelembagaan kami dengan menggunakan perspektif gender, kami berharap akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit tentang kekuasaan dan hak-hak istimewa dan melakukan diskusi-diskusi yang lebih mendalam tentang nilai-nilai dan keefektifan pekerjaan kami. 

Kami berharap untuk memperluas kemitraan kami dengan para sekutu kami pada saat kami mulai melangkah di jalan ini untuk belajar dan berinovasi di seputar praktik-praktik transformatif. 

Mari bergabunglah dengan kami. 



[bookmark: _Toc510712242]Lampiran A: Cerita Tentang Perempuan Penyandang Disabilitas yang Menuntut Perubahan

“Mengeluarkan Suara” menentang kekerasan berbasis gender
Kemiskinan dan isolasi – ditambah dengan persepsi masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu lemah dan rentan – telah membuat para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas beresiko tinggi mengalami kekerasan. Hambatan komunikasi dan transportasi, serta juga kurangnya kesadaran, menghalangi akses ke layanan konseling dan hukum. Pada beberapa kasus yang jarang, ketika seorang perempuan penyandang disabilitas melaporkan pemerkosaan atau pelanggaran lainnya, dia dianggap tidak kredibel. Yang lebih memperparah ketidakadilan ini, para pelaku seringnya tidak dihukum. Banyak dari para perempuan ini tidak bisa melepaskan diri dari siklus kemiskinan, menjadi tertinggal di dalam perkembangan ekonomi negaranya.

Umuryango Nyarwanda w’Abagore Bafite Ubumuga (UNABU) — sebuah organisasi disabilitas perempuan di Ruanda yang mendapatkan dana dari Disability Rights Fund — berkeinginan untuk menciptakan perbedaan melalui proyek yang mereka namakan “Voicing Out -  (Mengeluarkan Suara),” yang telah menjangkau hampir 500 perempuan penyandang disabilitas. Mereka percaya jika mereka bisa memberdayakan para perempuan untuk mendapatkan kepercayaan diri, maka mereka tidak hanya bisa membantu mencegah kekerasan, tapi juga membantu pemulihan bagi mereka yang telah merasakan akibatnya.

Pengelola komunitas dari UNABU menggunakan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 6 (Perempuan Penyandang Disabilitas) dan Pasal 16 (Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan) untuk mengadvokasi secara langsung kepada para pelaksana tugas dan penyedia layanan untuk menuntut agar di Ruanda, hak-hak para perempuan penyandang disabilitas diakui, dihormati dan dibela.

Pergerakan Untuk Persatuan dan Perubahan

Kampanye pergerakan disabilitas Indonesia mendorong masyarakat untuk mengeluarkan suara mereka terkait dengan hak-hak para penyandang disabilitas. Slogan mereka “Bergerak untuk Disabilitas” menyatukan semua orang untuk bergabung bersama-sama dan “bergerak” untuk tujuan hak-hak disabilitas.

Dalam empat tahun setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), pergerakan disabilitasnya merayakan sebuah kemenangan baru. Pada tanggal 17 Maret 2016, UU tentang Penyandang Disabilitas disahkan. UU baru ini mengadopsi pendekatan HAM dan sejalan dengan CRPD.

Tim di balik reformasi perundang-undangan utama ini antara lain: Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWPCI) dan Asosiasi Kesehatan Mental. 

Dengan dukungan dari Disability Rights Advocacy Fund, koalisi ini, utamanya dipimpin oleh para perempuan penyandang disabilitas, menyusun legislasi dan mendorong advokasi untuk pengesahan UU ini selama dua tahun terakhir.

Ini merupakan tonggak politik dan sosial yang penting bagi 36 juta penyandang disabilitas, yang merupakan 15 persen dari total 240 juta penduduknya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO.

Yang juga luar biasa dan menjadi inspirasi adalah terdapat semakin banyak perempuan penyandang disabilitas mengambil peran kepemimpinan dari yang secara tradisional merupakan sebuah masyarakat patriarki. Dengan menjadi tauladan, mereka memperjuangkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan hak-hak politik di tingkat daerah dan nasional.

Salah satu dari pimpinan pergerakan in adalah Maulani Rotinsulu, yang sangat terlibat penuh di dalam usaha menuju peratifikasian CRPD oleh negaranya di tahun 2011. Ia berkomitmen karena sebagai seorang perempuan penyandang disabilitas, ia merasakan secara langsung apa artinya diskriminasi. Laki-laki secara tradisional dulunya mendominasi pergerakan disabilitas. Bahkan pergerakan perempuan di Indonesia Indonesia pernah keberatan untuk mengikutsertakan para perempuan penyandang disabilitas. Mereka sering tidak diikutsertakan dan dipinggirkan di dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Akan tetapi, selama lima tahun terakhir, sikap yang ada telah berubah dan kerja keras serta kepemimpinan dari para perempuan penyandang disabilitas telah membawa pergerakan ini ke pencapaian yang lebih tinggi. Bahkan kepemimpinan di organisasi-organisasi penyandang disabilitas utama telah bergeser dengan melibatkan lebih banyak perempuan dari pada laki-laki.

Pergerakan disabilitas akan terus melangkah ke depan, sesuai kampanye mereka “Bergerak untuk Disabilitas.” Sasaran mereka selanjutnya adalah memastikan bahwa pengadopsian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Indonesia akan inklusi disabilitas serta sensitif gender terhadap para perempuan penyandang disabilitas.
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Diambil dari Just Associate’s Feminist Movement Builder’s Dictionary ; ARC International, International Bar Association, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression, and Sex Characteristics at the Universal Periodic Review; Yogyakarta Principles

Gender terkait dengan karakteristik – mencakup dari peran-peran gender hingga penampilan fisik – yang oleh masyarakat dianggap sebagai menunjukkan yang “maskulin” dan “feminin.” Kita belajar tentang peran gender malalui pergaulan yang dimulai dari sejak usia dini dan terus ditegaskan sepanjang hidup kita melalui pendidikan, media, agama, kebijakan publik dan institusi-institusi sosial lainnya. Peran gender berbeda-beda di dalam berbagai budaya dan bisa berubah seiring berjalannya waktu. Penegakkan peran gender “tradisional” yang kaku telah berdampak pada reaksi buruk dan diskriminasi serta kekerasan yang disasarkan kepada laki-laki, perempuan, gay, lesbian, transgender dan yang lainnya yang menentang konsep statis dan sempit dari maskulinitas, feminitas dan seksualitas itu. 

Ekspresi Gender (Gender Expression – GE) mengacu kepada penampilan seseorang melalui kemunculan fisiknya – termasuk dalam hal berpakaian, gaya rambut, asesori, kosmetik – dan sikap, bicara, pola perilaku, nama dan referensi pribadi, dan perlu dicatat bahwa ekspresi gender bisa sejalan atau tidak sejalan dengan identitas gender seseorang.

Identitas Gender (Gender identity – GI) mengacu kepada apa yang dirasakan masing-masing orang secara mendalam dan pengalaman gender seseorang, yang bisa sesuai atau tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ada sejak lahir, termasuk perasaan pribadi tentang tubuhnya (yang bisa melibatkan, jika boleh bebas memilih, modifikasi pada penampilan atau fungsi tubuh dengan cara medis, operasi atau cara lainnya) serta ekspresi lainnya termasuk dalam hal berpakaian, berbicara dan bersikap.

Interseksionalitas (Intersectionality) mengacu kepada sebuah alat analisi yang membantu memahami dan menanggapi cara-cara dimana beragam aspek identitas dan status sosial seseorang saling beririsan yang menciptakan pengalaman unik baik dalam bentuk penindasan atau hak-hak istimewa. 

Karakteristik Seks (Sex characteristics – SC) termasuk karakteristik seks primer (misalnya pada alat kelamin dalam dan luar dan / atau struktur kromosom dan hormon) serta karakteristik seks sekunder (misal, massa otot, pengaturan rambut, dan bentuk tubuh).

Orientasi Seksual (Sexual orientation – SO) mengacu pada kapasitas seseorang akan daya tarik emosional, kasih saying dan seksual terhadap orang lain, serta menjalin hubungan intim dan seksual dengan orang lain yang memiliki gender yang berbeda atau sama atau yang memiliki lebih dari satu gender.
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Akronim yang biasa digunakan 

CEDAW 	Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 
		(Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan)
CRPD		Convention on the Rights of Persons with Disabilities
		(Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
DPO		Disabled Persons’ Organization
		(Organisasi dari, oleh dan untuk penyandang disabilitas)
DRAF		Disability Rights Advocacy Fund
DRF		Disability Rights Fund
LGBTQI	Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex
SDG		Sustainable Development Goals
		(Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SOGIESC	Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression, and Sex Characteristics
		(Orientasi Seksual, Identitas Gender, Ekspresi Gender atau Karakteristik Seksual)
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Diperkirakan sekitar satu dari lima atau 15 persen dari penduduk dunia memiliki disabilitas. Karena, di sebagian besar negara-negara OECD, tingkat disabilitas pada perempuan dilaporkan lebih tinggi daripada laki-laki[endnoteRef:16], maka perempuan penyandang disabilitas memiliki jumlah yang signifikan di dalam populasi ini. Walau para perempuan penyandang disabilitas mengalami banyak ragam bentuk kekerasan seperti juga dialami para perempuan secara keseluruhan, tapi kekerasan terhadap para perempuan penyandang disabilitas merupakan permasalahan yang signifikan karena adanya penggabungan diskriminasi dan pengucilan berbasis gender dan disabilitas.[endnoteRef:17] Ketika digabungkan, kedua faktor ini mengakibatkan tingkat kekerasan yang sangat tinggi terhadap para perempuan penyandang disabilitas di seluruh dunia.[endnoteRef:18] Studi menunjukkan bahwa para perempuan penyandang disabilitas adalah dua hingga tiga kali lebih mungkin menjadi korban pelecehan fisik dan seksual dibandingkan dengan perempuan yang bukan penyandang disabilitas.[endnoteRef:19] Bentuk-bentuk kekerasan yang bisa dirasakan oleh para perempuan penyandang disabilitas bisa berupa bersifat fisik, psikologis, seksual atau keuangan dan termasuk di dalamnya pengabaian, pengucilan sosial, pengurungan, degradasi,  penahanan paksa, penolakan pelayanan kesehatan, penolakan atas hak berkeluarganya, sterilisasi paksa, dan perawatan psikiatri yang dipaksakan.[endnoteRef:20] Pelanggaran terjadi di rumah atau lembaga, dilakukan oleh anggota keluarga, tetangga, guru atau pengasuh/walinya/pendamping. [16:  UNEnable Factsheet on Persons with Disabilities:  diakses 23 Agustus 2015 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18]  [17: Sidang Umum PBB, A/67/227, 2012, “Memajukan perempuan, Laporan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebagnya dan konsekuensinya”]  [18:  Di dalam In-Depth Study on All Forms of Violence against Women di tahun 2006, Sekjen mengamati bahwa survei yang dilakukan di ERopa, Amerika Utara dan Australia telah menunjukkan bahwa lebih dari setelah dari perempuan penyandang disabilitas mengalami pelecehan fisik, dibandingkan dengan sepertiga dari perempuan bukan penyandang disabilitas. A/61/122/Add.1, para. 152, Mengutip Human Rights Watch, “Women and girls with disabilities”, diakses 30 Agustus, 2015, https://www.hrw.org/news/2015/03/05/include-women-girls-disabilities-anti-violence-efforts]  [19:  DFID, Disability, poverty, and development, 2000, 6. ]  [20:  Sidang Umum PBB, A/67/227, 2012, “Memajukan perempuan, Laporan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebagnya dan konsekuensinya”] 


Analisis Gender
Stereotip sosial dan bias budaya terkait gender dan disabilitas menghilangkan kemanusiaan atau memperlakukan para perempuan penyandang disabilitas sebagai kanak-kanak, mengeluarkan atau mengucilkan mereka dari layanan serta diskusi-diskusi kebijakan, menjadikan mereka sebagai sasaran dari kekerasan seksual atau kekerasan dalam bentuk lainnya, dan membuat mereka lebih beresiko mengalami kekerasan kelembagaan.[endnoteRef:21] Di banyak budaya, disabilitas dipandang sebagai sebuah simbol “kejahatan” atau “dosa”, dan mitos terkait seksualitas dan disabilitas melanggengkan kekerasan berbasis gender dan mengurangi bentuk tanggapan yang adil dan penuh kasih sayang terhadap para korban.  [21:  Ortoleva, Stephanie, 2012, “Forgotten sisters – A Report on Violence against Women with Disabilities An Overview of its Nature, Scope, Causes, and Consequences.” (Saudari yang terlupakan -  Sebuah laporan tentang kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas Gambaran Umum tentang sifatnya, cakupannya, penyebabnya dan konsekuensinya)] 


Seringnya, kekerasan terhadap para perempuan penyandang disabilitas tidak dilaporkan, dan jika seorang perempuan mencoba melaporkan, maka sistem peradilan tidak bisa diakses atau para petugasnya, termasuk polisi, tidak mempercayainya, tidak percaya bahwa ia bisa mengidentifikasi pelakunya dengan layak, atau tidak merasa jika kasus itu ada gunanya untuk diselidiki. Tanpa adanya informasi yang memadai tentang layanan atau bantuan hukum, maka para perempuan penyandang disabilitas tidak tahu harus kemana untuk mengklaim apa yang menjadi hak mereka. Rumah penampungan, fasilitas kesehatan dan gedung pengadilan yang tidak bisa diakses lebih memperburuk keadaan dimana bentuk komunikasi seperti juru bahasa isyarat atau informasi yang dicetak dalam huruf Braille hanya tersedia terbatas atau malah tidak ada sama sekali.  Biasanya halangan-halangan seperti ini adalah akibat dari sikap tidak mau tahu dan diskriminatif masyarakat dan individual, termasuk dari para profesional layanan kesehatan, polisi dan penyedia layanan lainnya. Halangan itu bukan karena adanya hambatan pada orang tersebut tapi ada pada lingkungan yang tidak bisa diakses dan melemahkan.

Beragam bentuk diskriminasi yang beririsan berakibat pada lebih besarnya kemungkinan kejadian kekerasan; para perempuan penyandang disabilitas dari minoritas etnis atau agama, komunitas masyarakat adat atau kelompok bahasa minoritas menghadapi lapisan diskriminasi tambahan dibandingkan dengan para perempuan penyandang disabilitas yang memiliki penanda identitas mayoritas. Faktor lainnya yang bisa mempengaruhi tingkat kemunculan kekerasan adalah kemiskinan (kemampuan untuk membayar layanan dan perjalanan ke fasilias) serta buta huruf. Lesbian dan minoritas seksual lainnya yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan dan memiliki disabilitas menghadapi hambatan sosial, pengucilan dan kekerasan karena status minoritas seksual dan disabilitasnya. Pengakuan atas interseksionalitas ini adalah penting di dalam mempelajari tentang kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas, tapi hanya sedikit sekali pendekatan ini dilakukan dan untuk sekarang ini tidak ada data yang mempertimbangkan hal ini.  

Analisis Kebijakan
Sebagian besar, berkat usaha organisasi dari, oleh dan untuk penyandang disabilitas (DPO) dan pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), disabilitas sudah semakin dipahami sebagai permasalahan hak asasi manusia. Disabilitas juga menjadi permasalahan pembangunan yang penting; para penyandang disabilitas berada pada persentase kemiskinan yang tidak proporsional di negara-negara berkembang. Bank Dunia memperkirakan bahwa 20 persen penduduk dunia yang termiskin memiliki semacam bentuk disabilitas, dan 80 persen dari penyandang disabilitas hidup di negara-negara berkembang.[endnoteRef:22] Tetapi, disabilitas masih belum diakui secara luas sebagai hal yang penting di banyak strategi pengentasan kemiskinan nasional dan internasional. Dan, “walau merupakan sebuah permasalahan yang besar, tapi masih kurang terdapatnya kesadaran serta informasi ilmiah tentang permasalahan disabilitas.”[endnoteRef:23] Kelompok Penasihat Global tentang Gender dan Disabilitas (Global Advisory Group on Gender and Disability)[endnoteRef:24], sebuah inisiatif dari Handicap International yang diawali oleh Direktur Program DRF, serta bekerja untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik untuk pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, merekomendasikan diperlukan lebih banyak lagi penelitian dan pengumpulan data, khususnya data yang dipilah terkait para perempuan penyandang disabilitas, yang menjadi syarat untuk bisa menangani permasalahan kekerasan ini dengan efektif.[endnoteRef:25] [22:  UNEnable Factsheet on Persons with Disabilities]  [23:  World Health Organization dan Bank Dunia, Laporan Disabilitas Dunia, 2011.]  [24:  Lihat “Making it Work” http://www.makingitwork-crpd.org.]  [25:  Ortoleva, Stephanie, 2012, “Forgotten sisters – A Report on Violence against Women with Disabilities An Overview of its Nature, Scope, Causes, and Consequences.” (Saudari yang terlupakan -  Sebuah laporan tentang kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas Gambaran Umum tentang sifatnya, cakupannya, penyebabnya dan konsekuensinya)] 


CEDAW dan CRPD memiliki banyak prinsip yang sama, termasuk persyaratan bagi negara-negara penandatangannya untuk mengeluarkan perundang-undangan dan memberikan perlindungan yang substantif terhadap perempuan dan / atau para penyandang disabilitas dan untuk memerangi dan menghapuskan stereotipi, praduga dan praktik-praktik yang berbahaya. Instrumen-instrumen ini, jika dilihat secara bersamaan, memberikan sebuah jendela kesempatan untuk bergiat dalam permasalahan kekerasan terhadap para perempuan penyandang disabilitas dengan menggunakan model sosial (atau berbasis hak) dan bukannya model medis seperti yang berlaku sekarang ini. Beberapa kelompok HAM – seperti misalnya di India dan Banglades – telah mendokumentasikan tentang interseksionalitas ini untuk mengadvokasikan perubahan pada perundang-undangan, kebijakan dan praktik yang ada untuk memastikan keikutsertaan para perempuan penyandang disabilitas di dalam menanggapi permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi DPO-DPO, khususnya yang dipimpin oleh para perempuan, tidak memiliki cukup sumber daya dan kapasitas. Para perempuan penyandang disabilitas sering ditinggalkan di dalam wacana tentang perempuan dan pergerakan-pergerakan HAM lainnya. 

Para pelaku
Walau tingginya diskriminasi, pelanggaran hak dan kekerasan serta rendahnya tingkat dukungan, organisasi-organisasi yang dipimpin perempuan penyandang disabilitas bermunculan dan menggunakan CRPD dan CEDAW untuk menuntut kesetaraan serta hidup bebas dari kekerasan. Organisasi-organisasi dari, oleh dan untuk penyandang disabilitas perempuan yang didanai DRF di Banglades, Indonesia, Malawi, Uganda, dan lainnya mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran hak dan melakukan kampanye untuk mengakhiri kekerasan. Mereka menempa hubungan yang baru dengan para pelaku hak-hak asasi manusia untuk mengembangkan ruang masyarakat madani untuk mengikutsertakan para perempuan penyandang disabilitas. Mereka bekerja bersama para penyedia layanan hukum, melakukan penelitian tentang kekerasan berbasis gender, melatih polisi, bekerja bersama para pengacara HAM untuk membawa kasus ke peradilan, dan melakukan advokasi ke para pembuat kebijakan untuk mengikutsertakan para perempuan penyandang disabilitas di dalam kerangka-kerangka kerja kesetaraan gender dan tentang perundang-undangan yang mengdiskriminasi disabilitas. 

Karena para perempuan penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi dari dalam, baik dari pergerakan disabilitas maupun pergerakan perempuan, usaha mereka sering ditempatkan secara terpisah dan visibilitasnya sangat minim di ruang publik. Usaha untuk mendukung kepemimpinan mereka, seperti dari hibah DRF dan DRAF, merupakan inovasi yang telah membuka peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut di bidang ini dan telah siap untuk pengembangan. 
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Pemberian hibah, bantuan teknis dan advokasi yang memberikan manfaat kepada organisasi penyandang disabilitas merupakan inti dari pekerjaan kami. Panduan Gender ini harus dilihat dalam konteks pekerjaan ini, dengan diarahkan oleh Rencana Strategis kami dan jalan menuju perubahan kami (yang mengilustrasikan bagaimana pergerakan hak-hak disabilitas yang kuat dan inklusi akan mendorong sebuah agenda yang inklusi, hingga pada akhirnya mewujudkan hak-hak untuk semua dan tidak meninggalkan siapapun). Rencana ini menyatu dengan sistem-sistem kami lainnya yang telah ada, termasuk praktik pemberian hibah; sistem monitoring, pembelajaran dan evaluasi kami; dan strategi bantuan teknis kami. Berikut, kami menjabarkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan untuk memastikan terwujudnya kesetaraan gender di dalam pekerjaan kami. 
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Sebuah tujuan kunci pemberian hibah – terikat dengan salah satu kerangka keluaran pekerjaan kami – yaitu pergerakan disabilitas di negara sasaran menjadi inklusi, merefleksikan berbagai suara dari para penyandang disabilitas. Sebuah indikator khusus melacak persentase dari total dana hibah yang diberikan kepada organisasi perempuan penyandang disabilitas: Pada tahun 2020, setidaknya 15 persen dari pemberian hibah kami akan diberikan ke organisasi-organisasi yang dipimpin oleh perempuan penyandang disabilitas. Bersamaan dengan kami menerapkan perspektif gender di dalam pekerjan kami, kami akan mempertimbangkan bagaimana kami akan mengukur inklusi pada penyandang disabilitas dengan keragaman SOGIESC serta anak-anak perempuan penyandang disabilitas terkait dengan tujuan ini. Kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan ini, antara lain adalah: 
Petunjuk pemberian hibah: Merevisi petunjuk untuk mendorong proyek-proyek yang menangani interseksionalitas antara disabilitas, gender dan identitas seksual, dengan mempertimbangkan kelompok-kelompok penyandang disabilitas yang terpinggirkan, yang berada di akar rumput dan yang baru muncul.
Monitoring, Evaluasi dan Pembelajaran: Menggunakan sebuah lensa gender untuk menangkap dan mengkomunikasikan pembelajaran-pembelajaran yang kami dapatkan dari lapangan, termasuk memonitor jumlah hibah yang mendukung para perempuan penyandang disabilitas, memasukkan analisis gender di dalam dokumen-dokumen strategis negara, dan melakukan komunikasi dan kegiatan dengan para peneriman hibah dengan menggunakan lensa gender; memastikan proposal dari pemohon dan laporan penerima hibah memilah data penerima manfaat berdasarkan gender dan disabilitas 
Penjangkauan: Mencari organisasi-organisasi penyandang disabilitas dengan keragaman SOGIESC di dalam penjangkauan kami, yang bisa jadi bermitra dengan organisasi-organisasi LGBTQI (dan sekutu-sekutu mereka) di negara-negara sasaran kami; meningkatkan penjangkauan ke kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi perempuan penyandang disabilitas
Partisipasi: Memastikan para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas serta para penyandang disabilitas dengan keragaman SOGIESC ikut serta secara aktif dan bermakna di dalam kegiatan advokasi yang didanai oleh DRF/DRAF dan di dalam pergerakan-pergerakan disabilitas nasional
Koalisi: Mencari pemohonb hibah yang membangun kemitraan antara gerakan hak-hak perempuan, gerakan LGBTQI, dan gerakan disabilitas yang menangani disabilitas, gender dan / atau identitas seksual
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Sebuah tujuan kunci advokasi adalah meningkatkan intergrasi para penyandang disabilitas ke dalam pembangunan dan forum-forum serta pendanaan HAM, di tingkat nasional dan global, melalui perluasan kemitraan lintas gerakan. Dengan ini, dan dengan menggunakan perspektif gender, kami akan dengan sengaja mengikutsertakan para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas serta penyandang disabilitas dengan keragaman SOGIESC. Kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan ini, antara lain adalah:
Partisipasi: Mendukung para perempuan penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas dengan keragaman SOGIESC dari organisasi-organisasi penerima hibah untuk ikut serta dalam mekanisme-mekanisme dan pertemuan-pertemuan global (contoh, Komite CRPD dan CEDAW, Komite Tentang Status Perempuan, Forum Politik Tingkat Tinggi PBB)
Visibilitas: Meningkatkan visibilitas (ketertampakan) para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas serta penyandang disabilitas dengan keragaman SOGIESC di pemerintahan, pembangunan dan sebagai pelaku HAM di tingkat nasional dan global
Sumber Daya: Melibatkan para donor yang mendukung hak-hak perempuan dan / atau hak-hak LGBTQI agar inklusi penyandang disabilitas di dalam pendanaan serta inisiatif-inisiatif mereka 
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Tujuan bantuan teknis kami – terikat dengan kerangka keluaran pekerjaan kami – adalah agar para penerima hibah kami dilengkap dengan kemampuan untuk mengadvokasi hak-hak para penyandang disabilitas. Sebuah indikator spesifik melacak jumlah orang yang telah dilatih dengan menggunakan bantuan teknis yang didanai DRAF/DRF, dan dipilah berdasarkan gender dan disabilitas. Kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan ini, antara lain adalah:
Bantuan Teknis: Termasuk bantuan teknis untuk menangani diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas dan / atau seksual yang beririsan
Pertemuan Penerima Hibah: Membantu pembelajaran dari sesama DPO, organisasi yang dipimpin perempuan penyandang disabilitas, dan / atau organisasi yang dipimpin LGBTQI serta organisasi-organisasi HAM lainnya
Dialog: Melibatkan para penerima hibah dalam dialog tentang gender dan disabilitas sehingga para perempuan dan anak-anak perempuan penyandang disabilitas serta penyandang disabilitas dengan keragaman SOGIESC bisa mengangkat prioritas mereka di dalam pergerakan disabilitas yang lebih luas.


PANDUAN GENDER		21

[bookmark: _Toc510712251]Lampiran F: Catatan akhir
